SALINAN

BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI PATI,

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan
kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang yang
dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati,
bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan,
Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menyelenggarakan
pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM Bidang
Kesehatan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47);



10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
2009 Nomor 144);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 153);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23
Tahun 20014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016

tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan;



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang
selanjutnya  disingkat SPM Bidang Kesehatan
merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten
Pati dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang

berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pati

menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai

SPM Bidang Kesehatan.

(2) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi :

a. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan

antenatal sesuai standar;

b. Setiap ibu Dbersalin mendapatkan pelayanan

persalinan sesuai standar;

c. Setiap bayi baru lahir mendapatkan

pelayanankesehatan sesuai standar;

d. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan

sesuai standar;

e. Setiap anak pada usia pendidikan dasar

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;

f. Setiap warga negara Indonesia usia 15 sampai

dengan 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan

sesuai standar;

g. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke

atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai

standar;



h. Setiap penderita hipertensi mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar;

i. Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar;

j- Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
mendapatkan  pelayanan  kesehatan = sesuai
standar;

k. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan
TB sesuai standar; dan

l. Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil,
pasien TB, pasien IMS, waria/transgender,
pengguna napza, dan warga binaan lembaga
pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV
sesuai standar.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk
Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan

Bupati Nomor 61 Tahun 2010 tentang Rencana

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan Kabupaten Pati (Berita Daerah

Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 686), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI PATI,
ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
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SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010







